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Abstrak

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan, meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan penerapan teknologi
seperti sistem berbasis cloud, e-Filing, e-Billing, dan analitik data besar memungkinkan wajib
pajak untuk lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meminimalkan risiko
kesalahan dan kecurangan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berkontribusi dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat
terhadap layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi
terhadap efektivitas administrasi perpajakan, dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui
studi literatur dan observasi langsung pelayanan perpajakan di KPP Semarang Barat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi
proses administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak
melalui integrasi data dan teknologi analitik. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam
implementasi digitalisasi administrasi perpajakan, seperti perlunya infrastruktur teknologi yang
memadai, keamanan data, serta edukasi bagi wajib pajak dan petugas pajak mengenai sistem
digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan inovasi, Peningkatan sistem
keamanan, serta memberikan edukasi yang lebih luas kepada wajib pajak agar implementasi
digitalisasi perpajakan berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Digitalisasi perpajakan, administrasi perpajakan, efektivitas pajak, kepatuhan
pajak, teknologi perpajakan.
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PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi dan
kemajuan  teknologi yang pesat,

digitalisasi telah menjadi fenomena yang
mengubah wajah berbagai sektor,
termasuk  administrasi  perpajakan.
Digitalisasi memungkinkan otoritas
pajak untuk mengadopsi teknologi
modern, seperti sistem informasi
berbasis cloud, aplikasi mobile, dan
analitik data besar, yang bertujuan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengumpulan pajak. Proses ini tidak
hanya mempermudah interaksi antara
wajib pajak dan otoritas pajak, tetapijuga
meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan pajak
(Ait Lhassan et al., 2022).

Dengan menerapkan sistem
digital, administrasi pajak dapat
mengurangi waktu dan biaya yang
diperlukan untuk pemrosesan
pengajuan, meningkatkan akurasi data,
serta meminimalkan kemungkinan
kesalahan manusia (Hamilton, 2022).
Selain itu, digitalisasi memungkinkan
pengawasan yang lebih baik terhadap
kepatuhan pajak, sehingga otoritas dapat
mendeteksi penghindaran pajak lebih
efektif. Namun, tantangan seperti
keamanan data, perlunya infrastruktur
yang kuat, dan pelatihan sumber daya
manusia tetap menjadi perhatian yang
perlu diatasi (Theodorakopoulos et al.,,
2024). Pajak merupakan kewajiban yang
harus dipenubhi oleh individu atau entitas
kepada negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, tanpa
memperoleh manfaat secara langsung,
dan dimanfaatkan untuk Kkepentingan
bersama, termasuk pembiayaan
pembangunan nasional. Administrasi
perpajakan merupakan bagian penting
dalam sistem keuangan negara yang
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berperan dalam mengelola penerimaan
pajak secara efektif dan efisien. Dalam
beberapa tahun terakhir, digitalisasi
menjadi solusi utama dalam modernisasi
sistem perpajakan, termasuk di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat.
Digitalisasi ini mencakup berbagai
layanan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-
Faktur, yang bertujuan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
serta efisiensi dalam proses administrasi
pajak (Sulastyawati, 2020).

Namun, implementasi
digitalisasi di KPP Semarang Barat masih
menghadapi beberapa tantangan. Salah
satunya adalah rendahnya pemahaman
wajib pajak dalam menggunakan sistem
digital, terutama dalam pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-
Filing. Banyak wajib pajak, terutama dari
kalangan individu dan UMKM,
mengalami kesulitan dalam mengakses
sistem, menginput data dengan benar,
serta memahami ketentuan perpajakan
yang berlaku. Akibatnya, masih banyak
kesalahan dalam pelaporan,
keterlambatan penyampaian SPT, serta
kurang optimalnya kepatuhan pajak.
Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga
pendamping di KPP Semarang Barat
membuat edukasi kepada wajib pajak
belum maksimal, terutama di masa
puncak pelaporan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, pengabdian
sebagai relawan pajak di KPP Semarang
Barat menjadi sangat penting. Relawan
pajak berperan dalam membantu wajib
pajak mengisi dan melaporkan SPT
Tahunan secara elektronik, memberikan
edukasi mengenai tata cara pelaporan
yang benar, serta memastikan bahwa
wajib pajak memahami kewajibannya.
Dengan adanya pendampingan ini,
diharapkan tingkat kepatuhan pajak
meningkat, kesalahan administrasi
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berkurang, dan proses pelaporan SPT

Tahunan menjadi lebih lancar dan efisien.

Selain itu, keterlibatan relawan pajak
juga membantu KPP dalam memberikan
layanan yang lebih optimal kepada
masyarakat, terutama di masa-masa
padat pelaporan pajak menjelang batas
waktu pelaporan yakni tanggal 31 Maret
(Istiariani et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi  sistem  digitalisasi
terhadap efektivitas administrasi pajak,
dengan fokus pada dampak dan

tantangan yang dihadapi oleh otoritas
pajak di Indonesia, khususnya di KPP
Semarang Barat. Dengan pemahaman
yang lebih baik terkait bagaimana
digitalisasi dapat diimplementasikan
secara efektif, diharapkan administrasi
perpajakan di Indonesia dapat semakin
efisien, transparan, dan mendukung
peningkatan kepatuhan pajak di masa
depan.

LITERATUR REVIEW

A.  Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan (Tax
Administration) adalah serangkaian
prosedur dan metode yang digunakan
dalam proses penetapan dan
pemungutan pajak. Peranannya sangat
krusial, tidak hanya sebagai instrumen
penegakan hukum, tetapi pajak juga
berperan sebagai pusat layanan yang
menyediakan pelayanan optimal bagi
masyarakat serta menjadi sumber utama
informasi terkait perpajakan.
Pembaruan sistem administrasi
perpajakan harus dirancang dengan
sebaik-baiknya agar dapat berfungsi
sebagai instrumen yang efektif dan
efisien dalam mendukung proses
perpajakan.

Perubahan dalam administrasi
perpajakan melalui modernisasi
membawa dampak besar terhadap
sistem perpajakan, terutama dalam
mendorong kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan
dengan perkembangan teknologi,
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Indonesia telah mengimplementasikan
sistem pemungutan pajak yang lebih
modern. Berbagai studi menunjukkan
bahwa modernisasi perpajakan
berkontribusi secara signifikan terhadap
peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama harus terus
mengoptimalkan penerapan
modernisasi ini serta melakukan

evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
jika masih terdapat kekurangan. Dengan
demikian, kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak dapat terus meningkat, yang pada
akhirnya juga berkontribusi terhadap
peningkatan penerimaan negara (Fasmi
& Fauzan, 2014).

B.  Digitalisasi Pajak

Digitalisasi mengacu pada
perubahan dari media cetak ke format
elektronik. Dalam administrasi
perpajakan, digitalisasi memegang peran
krusial dalam reformasi oleh pemerintah
guna meningkatkan efisiensi serta
memaksimalkan  penerimaan pajak.
Implementasi sistem perpajakan digital
tidak hanya memperlancar proses
administrasi, tetapi juga meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Hal ini
menegaskan peran signifikan digitalisasi
dalam meningkatkan efektivitas sistem
perpajakan secara keseluruhan
(Apriyani & Harjo, 2024). Sebagai
komponen utama dalam reformasi pajak,
digitalisasi administrasi perpajakan
berkontribusi dalam meningkatkan
pendapatan negara. Implementasi sistem
administrasi perpajakan yang modern
juga berdampak besar dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
individu.

Menurut Asosiasi Perpajakan
Indonesia, Penggunaan teknologi digital
telah  menciptakan peluang baru
sekaligus membawa tantangan besar
dalam sektor perpajakan. Transformasi
ini  meliputi penerapan teknologi
informasi dalam pengelolaan data,
pelaporan pajak secara digital, serta
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berbagai prosedur administrasi
perpajakan. Dengan diterapkannya
sistem ini, diharapkan proses perpajakan
menjadi lebih sederhana, efisien, dan
mampu menekan risiko kecurangan
(Rosyid et al., 2024).

Digitalisasi perpajakan mengacu

pada upaya modernisasi yang
diupayakan oleh DJP untuk
meningkatkan layanan bagi seluruh

wajib pajak. Upaya memperbarui sistem
administrasi perpajakan, pemerintah
berusaha meningkatkan efisiensi dan
menyederhanakan prosedur, sehingga
mempermudah wajib pajak dalam
proses pendaftaran, perhitungan,
pelaporan, serta pembayaran pajak
(Ristiyana et al., 2024). Digitalisasi pajak
bukan hanya sekedar penggunaan
teknologi internet dalam pelaporan
pajak, tetapi juga termasuk bagian dari
reformasi perpajakan yang bertujuan
menciptakan efisiensi dan penguatan
kelembagaan (Susilawati & Amalia,
2023). Dengan adanya digitalisasi, sistem
pelaporan  pajak  menjadi  lebih
terstruktur, efektif, dan ekonomis (Aini &
Nurhayati, 2022).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
studi literatur untuk menganalisis
pengaruh digitalisasi terhadap
efektivitas pajak di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.
Data sekunder diperoleh dari berbagai
sumber, termasuk berbasis jurnal
akademik, publikasi pemerintah, dan
sumber-sumber daring yang kredibel.
Analisis data dilakukan secara sistematis
melalui proses induktif yang meliputi
identifikasi serangkaian tantangan dalam
implementasi digitalisasi administrasi
pajak. Tantangan-tantangan tersebut
mencakup optimalisasi sistem yang
belum optimal serta kurangnya
kesadaran dan literasi masyarakat
mengenai sistem perpajakan digital
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dan pengelompokan informasi
berdasarkan kategori yang relevan untuk
menghasilkan interpretasi yang
mendalam mengenai fenomena yang
diamati. Selain analisis literatur,
penelitian ini juga memanfaatkan data
yang diperoleh melalui partisipasi aktif
dalam kegiatan pelayanan pelaporan
Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang
Barat selama proses kegiatan
pengabdian ini, mahasiswa memberikan
asistensi kepada Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT
Tahunan secara online, terutama
menggunakan formulir 1770 S atau 1770
SS melalui e-Filing. Pengalaman langsung
dalam assisting Wajib Pajak terkait
pelaporan SPT memberikan kontribusi

signifikan terhadap pemahaman
mengenai implikasi dari digitalisasi
administrasi perpajakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Digitalisasi dalam
Administrasi Perpajakan

Digitalisasi  merujuk  pada

perubahan dari media cetak, video, dan
audio ke bentuk digital. Dalam bidang
perpajakan, digitalisasi menjadi salah
satu aspek dalam reformasi sistem
perpajakan yang sebelumnya
menggunakan dokumen Kkertas, lalu
beralih menjadi dokumen elektronik.
Seiring kemajuan zaman, teknologi pun
juga berkembang dengan pesat. Maka
digitalisasi perpajakan ini sangat penting
untuk sistem perpajakan di indonesia
kedepannya (Ningsih et al, 2024).
Sebagai upaya peningkatan kualitas
layanan perpajakan dan efektivitas
pengawasan terhadap kepatuhan wajib
pajak, DJP  terus  meningkatkan
transformasi digital sistem perpajakan di
indonesia. Terdapat tiga strategi yang
dilakukan DJP dalam proses digitalisasi
administrasi perpajakan yang disebut 3C
(Click, Call, Counter). Click adalah
layanan pajak yang dapat diakses melalui
situs web, halaman, atau aplikasi secara
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otomatis, memungkinkan wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
secara mandiri tanpa perlu mengunjungi
kantor pelayanan pajak. Call merupakan
layanan perpajakan 24 jam melalui
contact center (kring pajak) dapat
digunakan jika wajib pajak mengalami
suatu kendala. Counter yaitu layanan
perpajakan secara langsung jika wajib
pajak mengalami kendala dapat datang
secara langsung (offline) ke kantor
pelayanan pajak terdekat (Ningsih et al,,
2024). Dengan adanya digitalisasi
perpajakan maka akan lebih
mempermudah proses administrasi para
wajib  pajak  dalam  menjalankan
kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (D]JP)
telah mengembangkan sistem digitalisasi
administrasi perpajakan mulai dari E-
Form, E-Faktur, E-Filing, E-Bupot, E-
Billing, E- Registration dan masih ada
beberapa layanan lainnya (Mimi &
Mulyani, 2022). Bahkan saat ini DJP telah
meluncurkan suatu sistem perpajakan
yang lebih kompleks yang disebut
Coretax. Coretax sendiri resmi digunakan
diindonesia mulai 1 Januari 2025 dengan
menggabungkan seluruh proses utama
dari sistem administrasi perpajakan
meliputi pendaftaran wajib pajak
(NPWP), pembayaran pajak, pelaporan
SPT, bahkan pemeriksaan dan penagihan
pajak juga tersedia pada aplikasi ini.
Semua proses tersebut dapat di akses
dengan mengunjungi laman
coretaxdjp.pajak.go.id (DJP, 2025).

Berikut penjelasan beberapa
program layanan perpajakan yang ada di
Indonesia :

1. E-Filling dapat diartikan
sebagai salah satu metode pelaporan SPT
yang dilakukan secara daring yang real
time. Wajib pajak orang pribadi atau
badan dapat menggunakan layanan ini
untuk pelaporan SPT yang diakses
melalui website DJP. Layanan pelaporan
pajak ini bertujuan untuk menyediakan
fasilitas pelaporan untuk wajib pajak
serta meminimalisisr waktu dan biaya
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dalam proses pelaporan pajak (Daeng &
Mahmudi, 2022).

2. E-Form adalah fasilitas
yang digunakan untuk pelaporan SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan.
Layanan ini dapat digunakan dengan cara
mengakses laman DJP Online. Berbeda
dengan E-Filling, pada layanan E-Form
dapat diakses baik secara online maupun
offline. Jadi, wajib pajak dapat
mengunduh formulir SPT secara online
sedangkan pengisiannya dapat dilakukan
secara offline (Mardlo, 2020).

3. E-Billing merupakan
metode pembayaran pajak digital
menggunakan kode billing yang didapat
melalui sistem billing perpajakan.
Dengan  e-billing sebagai sistem
administrasi yang modern maka
pembayaran pajak dapat lebih cepat dan
efisien sehingga harapannya dapat
meningkatkan kepatuhan pajak (Daeng &
Mahmudi, 2022).

4,  Aplikasi E-SPT merupakan
suatu aplikasi yang digunakan untuk
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
DJP menyediakan aplikasi ini untuk
mempermudah wajib pajak dalam
melaporkan SPT, sekaligus memastikan

proses pelaporan berlangsung lebih
cepat dan aman.
5. E-Bupot yaitu layanan

yang memungkinkan pembuatan dan
penerbitan bukti pemotongan pajak
secara elektronik. Melalui layanan ini
maka akan memudahkan wajib pajak
dalam proses perpajakannya.

6. E-Registration (E-Reg)
merupakan aplikasi dari DJP untuk
mengakses layanan pajak online yang
meliputi pendaftaran NPWP, pembaruan
data atau pengajuan pemindahan sesuai
dengan ketentuan yang telah berlaku.

7. E-Faktur yaitu faktur pajak
elektronik yang diciptakan dengan
mengakses sistem atau aplikasi yang
dibuat DJP. Adanya e-faktur diharapkan
memudahkan wajib pajak dalam
pembuatan SPT Masa PPN, membantu
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mengontrol bisnis serta mencegah
penyelewengan pembayaran pajak.

8. Coretax merupakan salah
satu sistem layanan administrasi
perpajakan dari direktorat jenderaal
pajak. Sistem ini dirancang guna
menggabungkan semua proses
administrasi perpajakan mulai dari
pendaftaran, pembayaran, pelaporan
serta pengawasan. Maka coretax
diharapkan dapat memberikan
kemudahan serta meningkatkan efisiensi
bagi para wajib pajak memenuhi
kewajiban pajaknya (Fitriya, 2025).

Upaya terus diperbaruinya
sistem digital dalam administrasi
perpajakan  oleh DJP, diharapkan
kepatuhan pajak di Indonesia semakin
meningkat. Selain itu, sejalan dengan
kemajuan teknologi, proses perpajakan
bagi wajib pajak dapat menjadi lebih
praktis dan efisien.

B. Dampak Digitalisasi
Terhadap Administrasi Pajak Di KPP
Pratama Semarang Barat

Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Semarang Barat,
digitalisasi administrasi perpajakan telah
memberikan dampak yang signifikan
terhadap efisiensi pelaporan
perpajakan. Layanan seperti e-Filing dan
e-Billing memudahkan wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Direktorat Jenderal Pajak (D]JP) terus
berupaya memunculkan inovasi baru

yang diadaptasikan dengan
perkembangan teknologi untuk
memudahkan sistem pelayanan

perpajakan sehingga penerimaan dan
pemanfaatan dana pajak menjadi
optimal. Adapun penjelasan lebih rinci
terkait dampak digitalisasi administrasi
perpajakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan  Efisiensi
Dan Efektivitas Pelayanan Perpajakan

Digitalisasi administrasi pajak
berdampak signifikan dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
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pelayanan perpajakan, baik bagi wajib
pajak ataupun bagi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Fasilitas pelayanan digital
yang diterbitkan oleh DJP berupa e-
Filling, e-Billing, dan e-faktur
mempermudah wajib pajak dalam proses
pelaporan dan pembayaran pajak secara
daring tanpa harus datang langsung ke
KPP, sehingga lebih efisien terkait biaya
dan waktu dibandingkan dengan cara
manual. Adanya fasilitas  digital
administrasi  perpajakan di KPP,
membantu mengurangi antrian dan
mempercepat prosedur administrasi.
Efektivitas pelayanan pajak juga terlihat
dari penerapan sistem otomatis dalam
layanan perpajakan yang memungkinkan
proses administrasi pajak berjalan lebih

efisien, tepat, dan meminimalkan
kemungkinan kesalahan pencatatan
pajak.

Di era digitalisasi, DJP terus
berupaya untuk mengembangkan inovasi
baru untuk meningkatkan pengawasan
dan pelayanan perpajakan. Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (SIAP) atau
Core Tax Administration System (CTAS)

akan diterapkan untuk
mengintegrasikan  sistem informasi
Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP),
mencakup  seluruh  aspek  bisnis

perpajakan dengan basis data yang
komprehensif dan akurat (Utami, 2023).
Hal ini dilakukan tidak hanya bertujuan
untuk mencapai target penerimaan
pajak, tetapi juga untuk meningkatkan
pengawasan dan kualitas layanan bagi
wajib pajak. Efisiensi dan -efektivitas
pelayanan perpajakan juga menjadi
faktor = yang  mendorong  untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak
merupakan perilaku wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan
untuk melaksanakan pelaporan dan
pembayaran pajak, baik untuk periode
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masa maupun tahunan (Tambun &
Ananda, 2022). Digitalisasi memperkuat
pengawasan serta penegakan hukum
perpajakan. Dengan adanya sistem yang
terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) dapat lebih mudah memantau
tingkat kepatuhan wajib pajak melalui
analisis data yang lebih akurat.
Pemanfaatan teknologi seperti big data
analytics membantu DJP  dalam
mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam
pelaporan pajak dengan lebih cepat,
serta mengambil tindakan yang
diperlukan guna meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Rosyid, 2024).
Digitalisasi administrasi perpajakan
berperan penting dalam meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak, karena
mempermudah proses pelaporan dan
perhitungan pajak (Tambun & Ananda,
2022).

Penerapan sistem digitalisasi
perpajakan, seluruh transaksi dan
laporan pajak tersimpan dalam basis
data yang dapat diperiksa oleh DJP. Hal
ini meningkatkan transparansi dalam
administrasi perpajakan serta
mengurangi kemungkinan manipulasi
data atau upaya penghindaran pajak oleh
wajib pajak (Affardi, 2024) . Selain itu,
wajib pajak menjadi lebih waspada
terhadap risiko jika tidak mematuhi
regulasi perpajakan yang berlaku karena
akan dikenakan sanksi dan denda yang
harus dibayarkan.

3. Memudahkan Akses
Informasi Perpajakan

Di era digitalisasi, informasi
perpajakan mudah untuk diakses.

Melalui layanan digital, wajib pajak lebih
mudah mendapatkan informasi tentang
aturan dan sistem pembayaran pajak,
serta konsekuensi dari ketidakpatuhan
pembayaran pajak. Selain layanan
administrasi perpajakan yang dapat
dilakukan secara online, di KPP Pratama
Semarang Barat juga terdapat layanan
konsultasi online yang membantu wajib
pajak dalam menangani masalah

1610

perpajakan. Upaya ini dilakukan untuk
memudahkan wajib pajak mendapatkan
informasi yang dibutuhkan dalam
melaporkan dan membayar kewajiban
perpajakannya.

Bagi DJP, digitalisasi
administrasi pajak dapat memudahkan
dalam mengakses dan menganalisis data
perpajakan secara lebih optimal. Data ini
dapat memberikan gambaran yang lebih
luas terkait kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat serta mendukung
perencanaan kebijakan yang lebih tepat
sasaran. DJP terus mengembangkan
inovasi guna mempermudah wajib pajak
dalam  mengakses layanan  dan
memperoleh informasi perpajakan. Salah
satu langkah yang diambil adalah melalui
penerapan berbagai layanan digital.
Beberapa layanan informasi tersebut
meliputi aplikasi Relawan Pajak untuk
Negeri  (Renjani), fitur konsultasi
berbasis chatbot di situs resmi
pajak.go.id, serta layanan WhatsApp-bot
yang ditujukan khusus bagi pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, DJP juga mengembangkan
akses informasi dengan memperluas
cakupan Web Edukasi Perpajakan guna
meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait perpajakan (Utami, 2023).

C. Tantangan Dalam
Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi dalam administrasi
perpajakan menghadapi  berbagai
tantangan yang perlu diatasi agar dapat
diimplementasikan secara optimal. Salah
satu kendala utama adalah kurangnya
pemahaman mengenai sistem
perpajakan digital. Kurangnya
pemahaman ini dapat mengakibatkan
kesulitan dalam proses pendaftaran,
pelaporan, hingga pembayaran pajak,
sehingga diperlukan adanya edukasi dan
pelatihan yang lebih intensif (Aridho et
al, 2024). Di KPP Pratama Semarang
Barat juga ikut berkontribusi dalam
mengedukasi dan pelatihan kepada
pegawai pajak, masyarakat ataupun di
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kalangan mahasiswa melalui kegiatan
seminar, workshop, sosialisasi, dan di
media sosial.

Terdapat tantangan lain dalam
penerapan digitalisasi administrasi
perpajakan berkaitan dengan
infrastruktur serta keamanan sistem.
Keterbatasan akses internet dan
teknologi  digital dapat menjadi
hambatan dalam penerapan sistem pajak
berbasis online, terutama di wilayah
yang masih memiliki akses internet
terbatas. Keterbatasan infrastruktur di
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga
menjadi faktor yang menghambat
efektivitas pengawasan dan pengelolaan
pajak digital secara menyeluruh (Aridho

et al, 2024). Selain itu, sistem
perpajakan digital juga menghadapi
risiko ancaman keamanan @ siber.

Pemerintah perlu berperan aktif untuk
meningkatkan infrastruktur teknologi
informasi, termasuk pengembangan
server, peningkatan sistem keamanan,
serta optimalisasi teknologi database
pada seluruh wilayah Indonesia untuk
menjaga keamanan data wajib pajak.
Perluasan akses internet juga harus
diprioritaskan, terutama di daerah
terpencil, guna memastikan seluruh
wajib pajak dapat mengakses layanan
perpajakan digital dengan mudah
(Affardi, 2024).

SIMPULAN

Selain pemerintah, kepatuhan
pajak bagi masyarakat berperan sangat
penting dalam meningkatkan sistem
perpajakan digital. Wajib pajak harus
berkontribusi mematuhi  peraturan
perpajakan yang telah ditetapkan dengan
melaporkan kewajiban perpajakannya
sesuai prosedur dan tepat waktu. Pajak
adalah salah satu penghasilan negara
yang digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
juga harus melakukan pengawasan
secara intensif dan komprehensif
terhadap pegawai pajak. Memberikan

1611

sanksi yang berat kepada oknum yang
tidak  bertanggung jawab  yang
menyalahgunakan dana pajak. Hal ini
dilakukan guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan kepatuhan
pajak, sehingga penerimaan dan
pengelolaan dana pajak dapat berjalan
secara optimal (Karina, 2024).

Pada penelitian ini, bahwa
digitalisasi administrasi perpajakan
memiliki dampak yang signifikan
terhadap efisiensi, efektivitas, dan
kepatuhan pajak. Digitalisasi
memungkinkan penggunaan teknologi
modern seperti e-Filing, e-Billing, e-
Faktur, dan Coretax untuk
menyederhanakan proses perpajakan,
mengurangi waktu dan biaya
administrasi, serta meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan pajak.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat
melakukan pengawasan yang lebih
efektif terhadap kepatuhan wajib pajak
dan mendeteksi potensi penghindaran
pajak dengan lebih cepat. Selain itu,
digitalisasi juga menghadapi tantangan
yang harus diatasi, seperti keamanan
data, keterbatasan infrastruktur
teknologi, dan kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap sistem perpajakan
digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya
edukasi dan pelatihan bagi wajib pajak,
pelaku usaha, serta petugas pajak untuk

meningkatkan literasi digital dalam
administrasi perpajakan. Selain itu,
pemerintah harus terus berinovasi

dengan mengembangkan infrastruktur
yang lebih  akurat, memperkuat
keamanan, serta memperluas akses
internet  agar  digitalisasi  dapat
diterapkan secara merata di seluruh
wilayah Indonesia.

DJP telah menerapkan strategi
3C (Click, Call, Counter) untuk
meningkatkan kemudahan akses layanan
perpajakan, di mana wajib pajak dapat
mengakses layanan secara online,
melalui call center, atau secara langsung
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di kantor pajak jika diperlukan. Berbagai
program digital yang telah diterapkan
menunjukkan bahwa digitalisasi
berperan penting dalam meningkatkan
efisiensi pelayanan, mengurangi risiko
kesalahan manusia, serta memberikan
akses informasi perpajakan yang lebih
mudah bagi masyarakat. Kesuksesan
digitalisasi perpajakan sangat
bergantung pada Kkerja sama antara
pemerintah dengan masyarakat. Wajib
pajak diharapkan lebih disiplin dalam

memenuhi  kewajiban  perpajakan,
sementara pemerintah harus
memastikan bahwa  sistem  yang

diterapkan tetap transparan, aman, dan
mudah diakses. Dengan pengawasan
yang ketat dan inovasi berkelanjutan,
digitalisasi perpajakan diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
mengoptimalkan penerimaan negara,

dan pada akhirnya berkontribusi
terhadap pembangunan ekonomi
nasional.
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